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Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Pengisian Jabatan 
Sementara Gubernur Dari Kepolisian Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siya>sah”. Skripsi 
ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: 
bagaimana pengisian jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia?, 
bagaimana pengisian jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia 
perspektif fiqh siya>sah? 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi 
peraturan perundang-undangan dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik 
deskriptif dalam menjabarkan data tentang pengisian jabatan sementara Gubernur dari 
kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari perspektif Fiqh 
Siya>sah dan hukum positif dengan teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif, yaitu dengan 
meletakkan norma fiqh siya>sah  sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai 
pengisian jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama pengisian jabatan sementara 
Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang  khususnya 
pada pasal 201 yang menjelaskan bahwa untuk pengisian kekosongan jabatan Gubernur 
berasal dari pimpinan tinggi madya bukan dari kepolisian Republik Indonesia. Kedua 
pengisian jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia ditinjau dalam 
perspektif fiqh siya>sah. Dalam konteks hukum tata negara Islam Gubernur yang secara 
khusus sejajar dengan kepolisian dalam konteks Indonesia, yaitu disebut dengan gubernur 
khusus. Gubernur khusus yang artinya bahwa kepala daerah tersebut mempunyai tugasnya 
terbatas hanya me-manage militer (pasukan), memimpin rakyat, melindungi wilayah negara, 
dan tempat-tempat suci. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis berharap nantinya akan ada 
perubahan yang cukup signifikan dalam pengisian jabatan sementara agar ke depannya lebih 
baik lagi, untuk itu penulis memberikan saran, yakni pengisian jabatan sementara Gubernur 
seharusnya berasal dari pejabat yang ditunjuk dan yang telah diatur dalam undang-undang. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai 
kepentingan, kepentingan tersebut merupakan tuntutan perorangan atau 
kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Manusia dalam hidupnya dikelilingi 
oleh macam-macam bahaya yang mengancam kepentingannya sehingga 
seringkali menyebabkan kepentingannya, atau keinginannya tidak tercapai. 
Maka dari itu manusia memerlukan bantuan manusia lainnya.1 
Dengan bekerja sama dengan manusia lainnya akan lebih mudah 
keinginannya tercapai. Pada hakikatnya manusia tidak dapat memenuhi 
kebutuhannya sendiri, melainkan membutuhkan orang lain. Berawal dari itulah 
kemudian timbul suatu hubungan kerjasama antara manusia satu dengan manusia 
yang lainnya untuk membentuk sebuah masyarakat. Terbentuknya masyarakat 
satu dengan yang lainnya tentu berbeda, sehingga dalam berinteraksi dan 
memerlukan suatu organisasi kekuasaan yang bisa disebut dengan negara. 
Secara terminologi negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara 
suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup 
                                                          
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Lyberty,2008), 1 


































dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.2 Menurut 
Hans Kelsen negara merupakan sebuah komunitas yang diciptakan oleh suatu 
tatanan hukum nasional. Masih menurut Hans Kelsen, negara sebagai badan 
hukum adalah suatu personifikasi dari komunitas atau personifikasi dari tatanan 
hukum nasional yang membentuk komunitas tersebut.3 Bentuk negara Indonesia 
merupakan negara kesatuan yang dapat diketahui  dalam pasal 1 ayat (1) UUD 
1945, yakni: ”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk 
Republik”, menurut F. Isjwara negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang 
paling kukuh jika dibandingkan dengan federasi atau konfederasi, sebab dalam 
negara kesatuan terdapat persatuan dan kesatuan.4 
Menurut Soehino negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari 
pada beberapa negara yang bersifat tunggal, artinya hanya ada satu negara tidak 
ada negara di dalam negara, jadi dengan demikian di dalam negara kesatuan 
hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai 
kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. 
Pemerintahan pusat ini yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat 
memutuskan segala sesutau di dalam negara tersebut.5 
                                                          
2 TIM Reviewer MKD UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, Civic Education (Pendidikan 
Kewarganegaraan), (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 34 
3 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Gubernur Kedudukan, Peran, Dan Kewenangannya, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2011), 2 
4 Sirajuddin, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejaah, Asas, Kewenangan, Dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Malang: Setara Press, 2016), 1 
5 Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Lyberty, 1996), 224 


































Implikasi dari bentuk negara kesatuan adalah adanya pemerintahan 
daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Menurut Joeniarto 
menyebutkan asas desentralisasi sebagai asas yang dimaksud memberikan 
wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan 
mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.6 Sementara 
otonomi dalam makna sempit diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam arti 
luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti 
kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan keputusan-keputusan 
mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Sedangkan menurut Undang- Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan 
otonomi daerah adalah hak, kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Pada dasarnya otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan 
partisipasi yang seluas-luasnya agar potensi yang ada dapat berkembang secara 
optimal. Otonomi daerah juga berupaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang 
lebih adil dan makmur. Pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagai tugas 
kepala pemerintah daerah. 
                                                          
6 Sirajuddin, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejaah, Asas, Kewenangan, Dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Malang: Setara Press, 2016), 3 


































Keberadaan pemerintah daerah sebagai realisasi dari penjabaran 
pelaksanaan pemerintahan pada sistem negara kesatuan.7 Secara jelas Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 telah menempatkan dalam bab tersendiri yaitu dalam 
Bab VI dengan judul “Pemerintahan Daerah”. Pemerintahan daerah 
dipergunakan untuk menyebut suatu pemerintahan di bawah pemerintah pusat 
yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Pemerintah daerah terdiri dari 
kepala daerah dan perangkat administrasi negara dalam lingkungan pemerintahan 
daerah lainnya. Kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah 
merupakan pimpinan eksekutif pemerintahan daerah. Kepala daerah terdiri dari 
kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten, dan kepala daerah kota. 
Pengaturan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah selama 
ini telah diletakkan peran kepala daerah sebagai peran kunci, mengingat kepala 
daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan 
nasional. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pengaturan yang 
termuat dalam peraturan pemerintahan daerah, baik untuk gubernur, bupati, 
maupun walikota. Pemilihan kepala daerah telah dijelaskan secara khusus 
didalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni “Gubernur, 
Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah 
Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. 
                                                          
7 Ibid. 


































Pada rumusan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
tersebut mempunyai frasa “dipilih secara demokratis” memunculkan perdebatan 
karena ada yang berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah tidak perlu 
dilakukan secara langsung oleh rakyat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD, yang tidak lagi memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih 
kepala daerah yang kemudian dilanjutkan dengan adanya Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana memberikan 
kepastian hukum bahwa “dipilih secara demokratis” adalah kepala daerah dipilih 
langsung oleh rakyat.8 
Gagasan pemilihan kepala daerah secara langsung menurut Ni’matul 
Huda sangat perlu karena yang pertama lebih membuka pintu bagi tampilnya 
kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas pintu bagi tampilnya 
kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. Kedua 
untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah 
jalan.9 
Kepala daerah yang ingin mencalonkan sebagai gubernur lagi harus 
mempunyai syarat yang telah diatur dalam undang-undang. Apabila kepala 
daerah tersebut mencalonkan dirinya kembali maka terjadi kekosongan jabatan. 
                                                          
8 Suharizal, Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2012), 29 
9 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, Dan Problematika, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2005), 204 


































Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang sedang cuti dalam rangka 
kampanye maka jabatan kepala daerah itu digantikan oleh pejabat sementara. 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang 
Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati 
Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, pejabat sementara 
adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang 
ditunjukan oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
karena Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan 
kmpanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota. 
Dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 
2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil 
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota 
yang menjelaskan bahwa pejabat sementara gubernur berasal dari pejabat 
pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah 
daerah provinsi. 


































Adanya penambahan norma setingkat dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi 
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan 
Wakil Wali Kota yang menjadi dasar Menteri Dalam Negeri mengusulkan polisi 
Republik Indonesia menjadi pejabat sementara Gubernur.  
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 201 ayat (10) 
“untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang 
berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
Penjelasan pejabat pimpinan tinggi madya dapat dilihat dalam penjelasan 
pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara yang dimaksud dengan pejabat pimpinan tinggi madya adalah 
“meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris 
utama, sekertaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal 
lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur 
utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala 


































sekertariat wakil presiden, sekretaris militet presiden, kepala sekretariat dewan 
pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara”. 
Maka dari itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 
tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, 
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota bertentangan 
dengan Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka secara teoritik menurut hukum 
Islam permasalahan hukum tersebut berkaitan dengan fiqh siya>sah. Hukum tata 
negara Islam atau fiqh siya>sah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk 
beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, 
peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan 
dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan 
umat.10 
Secara bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Imam Al-
Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebutkan fiqh tentang sesuatu 
berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Sedangkan menurut 
                                                          
10 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6 


































istilah fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang 
bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilya yang rinci. Dari definisi tersebut 
dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari ulama untuk 
menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh 
juga disebut dengan hukum Islam.11 
Fiqh juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping 
membahas tentang hubungan manusia antara manusia dengan Tuhannya 
(ibadah), fiqh juga membicarakan tentang hubungan antara sesama manusia 
secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini dapat dibagi lagi menjadi pidana, 
perkawinan, kewarisan, hukum acara, politik atau ketatanegaran, dan hubungan 
internasional. 
Siya>sah berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengendalikan, 
mengurus, atau membuat keputusan. Maka dari itu kata siya>sah berarti 
pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, 
pengawasan, perekayasaan, dan arti lainnya. Menurut istilah siya>sah  adalah 
pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.12 Jadi pengertian 
fiqh siya>sah adalah salah satu hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan 
pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan 
                                                          
11 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2007), 3 
12 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, 
(Jakarta: Kencana, 2003), 25-26 


































bagi manusia itu sendiri. Menurut Ibn Taymiyah mengisyaratkan unsur-unsur 
yang terlibat dalam proses siya>sah yang terdapat pada surat An-Nisa’ ayat 58: 
 َِّنإ۞ ه َّللّٱ  
ْ




أهي ِتَٰ هنَٰ هم
ه ۡ











أ  ِلۡد هع
ۡ
لٱ  َِّنإ ه َّللّٱ  ِِهب مُكُِظعهي ا َّمِِعن   ۦ  َِّنإ ه َّللّٱ  اَۢ هعيِم هس هن
هكَ
 اٗيرِصهب٥٨  
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat.  
Adapun salah satu ruang lingkup dari fiqh siya>sah  adalah politik 
perundang-undangan atau siya>sah dustu>ri>yah. Siya>sah dustu>ri>yah meliputi 
pengkajian tentang penetatapan hukum atau tashri’i>yah oleh lembaga legislatif, 
peradilan atau qadai’i>yah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan 
atau idari>yah oleh lembaga birokrasi atau eksekutif.13 
Jika dilihat dalam hukum tata negara Islam maka permasalahan tentang 
jabatan sementara gubernur dari kepolisian Republik Indonesia menurut 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar 
Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 
                                                          
13 Ibid, 154 


































Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang bertentangan dengan 
Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berada dalam lingkup fiqh 
siya>sah. 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk 
ini agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis 
membuat judul kajian. ”Pengisian Jabatan Sementara Gubernur Dari Kepolisian 
Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siya>sah”. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 
mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu: 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat 
diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul adalah sebagai berikut: 
a. Kedudukan kepolisian dalam jabatan sementara Gubernur. 


































b. Kewenangan pejabat sementara Gubernur dalam menjalankan tugas 
sementara. 
c. Jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia menurut 
fiqh siya>sah. 
d. Fiqh siya>sah menggunakan fiqh siya>sah dustu>ri>yah. 
2. Batasan masalah 
Mengingat banyaknya permasalahan yang muncul maka dalam 
penelitian ini dibatasi hanya pada: 
a. Pengisian jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik 
Indonesia. 
b. Tinjauan fiqh siya>sah terhadap Pengisian jabatan sementara Gubernur 
dari kepolisian Republik Indonesia. 
 
C. Rumusan Masalah  
Dengan demikian dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan 
dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengisian jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik 
Indonesia? 
2. Bagaimana pengisian jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik 
Indonesia menurut perspektif fiqh siya>sah? 
 


































D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi penelitian terdahulu yang 
terkait kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi 
penelitian.14 Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian atau penelitian 
yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan pengisian jabatan sementara 
Gubernur dari kepolisian. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan atau 
duplikasi kajian atau penelitian dan menghindari asumsi plagiasi. Penelitian 
terdahulu yang mengkaji permasalahan pengisian jabatan sementara Gubernur 
dari kepolisian adalah sebagai berikut: 
1. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pejabat 
Pelaksana Tugas Sementara Walikota Pare-Pare” yang ditulis oleh Krizya 
Hadinata dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2014. 
Dalam skripsi tersebut menjelaskan analisis hukum terhadap kewenangan 
pejabat pelaksana tugas sementara walikota Pare-Pare, sedangkan dalam 
skripsi yang akan ditulis oleh penulis membahas tentang jabatan sementara 
Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia ditinjau dari fiqh siya>sah.15 
2. Jurnal yang berjudul “Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur (Studi 
Jabatan Gubernur DKI Jakarta)”, yang ditulis oleh Mahropiono dari LPMP 
                                                          
14 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petuntuk Penulisan 
Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8. 
15 Krizya Hadinata, “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara 
Walikota Pare-Pare”, (skripsi-Universitas Hasanuddun Makasar, 2014) 


































Provinsi Kalimantan Selatan 2016. Dalam skripsi tersebut menjelaskan 
pengisian kekosongan jabatan Gubernur (studi jabatan Gubernur DKI 
Jakarta), sedangkan dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis membahas 
tentang jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia 
ditinjau dari fiqh siya>sah.16 
Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang membedakan 
adalah karena dalam skripsi ini juga mengkaji bagaimana pengisian jabatan 
sementara Gubernur kepolisian Republik Indonesia yang ditinjua dari fiqh 
siya>sah. Maka skripsi ini perlu untuk dibahas. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana 
rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci 
tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah: 
1. Untuk mengetahui pengisian jabatan sementara Gubernur dari kepolisian 
Republik Indonesia. 
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siya>sah pengisian jabatan sementara 
Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia. 
 
 
                                                          
16 Mahropiono, “pengisian kekosongan jabatan gubernur (studi jabatan Gubernur DKI Jakarta)”, 
(Jurnal-LPMP Provinsi Kalimantan Selatan, 2016) 


































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan 
melengkapi literatur pengetahuan hukum, dan penulisan ini diharapkan 
mampu memberikan gambaran teoritis tentang pengisian jabatan sementara 
Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan  
untuk menambah keilmuan hukum. 
2. Kegunaan Praktis 
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau 
sumbangan pikiran terkait pengisian jabatan sementara Gubernur dari 
kepolisian Republik Indonesia. 
 
G. Definisi Operasional 
Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 
pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah 
dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu ”Pengisian Jabatan 
Sementara Gubernur Dari Kepolisian Republik Indonesia Perspektif Fiqh 
Siya>sah”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu: 
1. Pejabat Sementara 
Pejabat sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi 
pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Gubernur 


































dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota karena Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota cuti di luar tanggungan negara untuk 
melaksanakan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 
2. Gubernur 
Gubernur adalah  kepala pemerintah tingkat provinsi atau kepala 
pemerintahan daerah tingkat I.17 
3. Kepolisian 
Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penulis 
menggunakan pengertian yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
4. Fiqh Siya>sah 
Ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat 
dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan 
yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar 
ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.18 Dalam 
skripsi ini memuat tentang fiqh siya>sah dan siya>sah dustu>ri>yah. 
                                                          
17 https://kbbi.web.id/gubernur, diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 21.37 WIB 
18 J. Suyuti Pulungan,Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran), (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 
2014), 28  


































H. Metode Penelitian 
Penelitian tentang “Pengisian Jabatan Sementara Gubernur dari 
Kepolisian Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siya>sah”, merupakan penelitian 
hukum normatif adalah  penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, 
jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-
undangan.19 Adapun tahapan-tahapan seperti berikut: 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. 
Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya 
meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-
undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.20 
2. Pendekatan penelitian  
Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 
penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undang 
(statute approach) merupakan pendekatan dengan cara menelaah semua 
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 
sedang ditangani.  
 
                                                          
19 Muh. Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. citra Aditya, 2004), 101 
20 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2004), 119 


































3. Sumber Bahan Hukum 
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 
mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. 
Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan 
bahan-bahan hukum sekunder.21 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 
putusan-putusan hakim. Dalam skripsi ini berupa Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar 
Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 
Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Undang-Undang  
Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
 
 
                                                          
21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,(Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 181 


































b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. 
4. Teknik pengumpulan data  
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil 
dari sumbernya (buku, undang-undang, jurnal, artikel, koran, internet). 
Adapun teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, 
menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. 
5. Teknik Pengelohan Data 
a. Studi dokumen, yakni diperoleh dengan mengkaji tentang jabatan 
sementara gubernur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan 
Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, 
Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 


































b. Studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca, merangkum, menelaah, 
dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini dari 
literatur, buku-buku yang memiliki hubungan dengan pokok 
permasalahan fiqh siyasah.  
6. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis 
dengan pola pikir deduktif. 
a. Deskriptif analisis adalah teknik analisis data dengan cara menguraikan 
dan menjelaskan data apa adanya. Dalam hal ini data jabatan sementara 
gubernur terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi 
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali 
Kota Dan Wakil Wali Kota, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan teori fiqh siya>sah. 


































b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang 
bersifat umum dalam hal ini fiqh siya>sah. Kemudian diaplikasikan kepada 
variabel yang bersifat khusus yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 1 Tahun 2018 juncto Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2016 
tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, 
maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut: 
Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian 
dan sistematika pembahasan. 
Bab dua, memuat tentang tinjauan umum fiqh siya>sah dan mekanisme 
pengisian jabatan sementara Gubernur. 
Bab tiga, tentang tinjauan umum pengisian jabatan sementara Gubernur 
dari kepolisian Republik Indonesia. 


































Bab empat, tentang analisis terhadap pengisian jabatan sementara 
Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia perspektif fiqh siya>sah. Bab ini 
berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.  
Bab lima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari 
semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang 
akan dibahas dalam skripsi ini dan kemudian diikuti oleh penyampaian saran.






































































TINJAUAN UMUM FIQH SIYA<SAH  DAN MEKANISME PENGISIAN 
JABATAN SEMENTARA GUBERNUR 
 
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siya>sah 
Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti adalah 
istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi 
Islam. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian 
atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam 
terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga fiqh menurut bahasa 
adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan 
perbuatan manusia.1 
Sedangkan secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ 
(hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai 
dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya 
yang terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari 
dasar-dasarnya, Al-Qur’an dan Sunnah. Jadi menurut istilah, fiqh adalah 
pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dar Al-Qur’an 
dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad 
atau bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.2 
                                                          
1 Suyuti Pulungan, Fiqh siya>sah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta, Pnerbit Ombak, 
2014),  23 
2 Ibid., 24 


































Kata siya>sah berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, 
mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Dalam pengertian lain, 
kata siya>sah dapat dimaknai sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, 
pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti 
lainnya.3 Menurut para ahli pengertian siya>sah secara istilah adalah sebagai 
berikut:4 
1. Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwasannya siya>sah adalah 
pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban 
dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. 
2. Louis Ma’luf menyebutkan siya>sah adalah membuat kemaslahatan 
manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. 
3. Ibn Mazhur mendefiniskan bahwasannya siya>sah adalah mengatur atau 
memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada 
kemaslahatan. 
4. Ibn Qayyim al-Jauziyah mendefiniskan bahwa siya>sah adalah suatu 
perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan 
terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan 
oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT. 
5. Ahmad Fathi Bahansi menyebutkan bahwasannya siya>sah adalah 
pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan 
ketentuan syara’. 
                                                          
3 A. Djazuli, Fiqh siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, 
(Jakarta: kencana, 2003), 26 
4 Muhammad Iqbal, Fiqh siya>sah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2007), 3-4 


































Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwasannya siya>sah adalah mengatur dan mengurus manusia dalam hidup 
bermasyarakat dan bernegara dengan cara membimbing mereka ke jalan 
yang penuh kemaslahatan dan menjaukan mereka dari jalan kemudharatan. 
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian fiqh dan 
siya>sah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pengertian fiqh 
siya>sah adalah salah satu hukum Islam yang membicarakan tentang 
pengaturan dan mengurusi kehidupan manusia dalam bernegara demi 
mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 
Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siya>sah antara lain 
mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan 
antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah 
perkembangannnya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan 
umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan bijaksanaan yang dibuat oleh 
penguasa.5 
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup fiqh 
siya>sah, di antaranya ada yang menyebutkan ada lima bidang, ada juga yang 
mengatakan tiga atau empat bidang pembahasan bahkan ada sebagian ulama 
yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siya>sah menjadi delapan bidang, 
tetapi perbedaan ini bukan suatu permasalahan karena hanya bersifat teknis. 
Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya menuliskan bahwasannya ruang 
lingkup fiqh siya>sah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan 
                                                          
5 Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 
2014),  29 


































perundang-undangan (Siya>sah Dustu>ri>yah), ekonomi moneter (Siya>sah 
ma>li>yah), peradilan (Siya>sah Qada’i >yah), hukum perang (Siya>sah Harbi>yah), 
dan administrasi negara (Siya>sah Idari>yah). Sedangkan menurut Ibn 
Taimiyah yang mengatakan ruang lingkup fiqh siya>sah ada empat, yakni 
peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional, 
sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempit menjadi tiga bidang 
yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.6 
T.M Hasbi juga menuliskan dalam bukunya bahwa ruang lingkup fiqh 
siyasah menjadi 8 bidang, yaitu politik pembuat perundang-undangan politik 
hukum, politik peradilan, politik moneter atau ekonomi, politik 
administgrasi, politik hubungan internasional, politik pelaksanaan 
perundang-undangan dari politik peperangan.7 
Dari beberapa pembagian ruang lingkup fiqh siya>sah di atas dapat 
dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yakni:8 
a. Siya>sah dustu>ri>yyah , disebut juga politik perundang-undangan. Bagian 
ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tashyri’i>yah oleh 
lembaga legislatif, peradilan atau qada>iyyah oleh lembaga yudikatif, dan 
administrasi pemerintahan atau idari>yyah oleh birokrasi atau eksekutif; 
b. Siya>sah dauli>yyah/siya>sah khariji>yyah, disebut juga politik luar negeri. 
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang 
muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian 
                                                          
6 Muhammad Iqbal, Fiqh siya>sah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2007), 13 
7 Ibid. 
8 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16 


































ini ada politik masalah peperangan atau siya>sah harbi>yyah, yang 
mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman 
perang, tawanan perang, dan gencatan senjata; 
c. Siya>sah ma>li>yyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. 
Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan 
belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, 
pajak, dan perbankan. 
 
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Siya>sah Dustu>ri>yah 
Dalam tata bahasa, siya>sah dustu>ri>yah terdiri dari dua suku kata yaitu 
kata siya>sah dan kata dustu>ri>yah. Siya>sah artinya pemerintahan, 
pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan 
pengawasan.9 Sedangkan dustu>ri>yah berasal dari kata “dustu>ri>” yang 
termasuk bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki 
otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan 
selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan 
(pemuka agama) Zoroaster (majusi).10 
Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur 
berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara 
istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan 
hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah 
                                                          
9 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UIN SA Press,2014), 27 
10 Muhammad Iqbal, Fiqh siya>sah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2007), 153 


































negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di 
dalam pembahasan syari’ah digunakan istilah fiqh dustu>ri, yang artinya 
adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti 
terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat 
istiadatnya.11 
Dengan demikian siya>sah dustu>ri>yah adalah bagian fiqh siya>sah yang 
membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-
nilai syari’at. Dalam buku fiqh siya>sah karangan Suyuthi Pulungan, siya>sah 
dustu>ri>yah diartikan sebagai bagian fiqh siya>sah yang berhubungan dengan 
peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, 
cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi 
pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu 
dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.12 
Siya>sah dustu>ri>yah merupakan kajian terpenting dalm suatu negara, 
karena menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara yaitu 
keharmonisan hubungan anatara warga negara dengan kepala negaranya 
untuk memenuhi kebutuhannya.  
Siya>sah dustu>ri>yah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak 
dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di 
dalam masyarakat. Di dalam fiqh siya>sah dustu>ri>yah dibatasi hanya 
membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal 
                                                          
11 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22 
12 Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta: Penerbit 
Ombak, 2014),43 


































kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 
merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.13 
Siya>sah dustu>ri>yah  mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan 
kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siya>sah 
dustu>ri>yah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil 
kulli yang berisikan ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis, maqasidus syariah, 
dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan 
berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulli 
tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat dan 
menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-
aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di 
dalamnya hasil ijtihad para ualama, meskipun tidak seluruhnya.14 
Siya>sah dustu>ri>yah dibagi menjadi empat yakni tasri’i >yah, tanfidi>yah, 
qadai>yah, idari>yah: 
1. Bidang siya>sah tasri’i >yah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, 
perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di 
dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, 
Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.15 Dalam kajian 
fiqh siya>sah dustu>ri>yah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga 
dengan siya>sah tasri’i>yah yang merupakan bagian dari fiqh siya>sah 
dustu>ri>yah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan 
                                                          
13 A. Djazuli, Fiqh siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, 
(Jakarta: kencana, 2003), 47 
14 Ibid, 47 
15 Ibid, 48 


































menetapkan hukum. Dalam kajian fiqh siya>sah, istilah siya>sah tasri’i >yah 
digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan 
pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks 
ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah 
Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan 
oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah 
SWT dalam shari>‘at Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam 
Islam meliputi:16   
a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum 
yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. 
b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. 
c. Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar shari>‘at 
Islam.  
Istilah siya>sah ta>sri’i >yah digunakan untuk menunjukan salah satu 
kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah 
kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (siya>sah tanfi>diyah) dan 
kekuasaan yudikatif (siya>sah qadai>yah). Dalam konteks ini kekuasaan 
legislatif (siya>sah tashri’i>yah) berarti kekuasaan atau kewenangan 
pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan 
                                                          
16 Muhammad Iqbal, Fiqh siya>sah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2007), 161-162 


































dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah 
diturunkan Allah SWT dalam syari’at Islam.17 
Ada dua fungsi lembaga legislatif yakni yang pertama dalam hal-
hal ketentuannya, sudah terdapat di dalam nash Al-Quran dan Sunnah, 
undang-undang yang dikeluarkan oleh tashri’i>yah adalah undang-undang 
Ilahi>yah yang dishari>‘atkan-Nya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh nabi 
saw. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan 
yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari 
lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah 
ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan 
mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran 
pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara 
selaku pelaksana pemerintahan. Orang-orang yang duduk dalam lembaga 
legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para 
pakar dalam berbagai bidang. 
2. Bidang siya>sah tanfi>diyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, 
persoalan bai’ah, wizarah, wali al-ahdi, dan lain-lain.18 
3. Bidang siya>sah qadai>yah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
peradilan. 
4. Bidang siya>sah idari>yah, termasuk didalamnya adalah masalah-masalah 
administratif dan kepegawaian. 
                                                          
17 Ibid. 
18 A. Djazuli, Fiqh siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, 
(Jakarta: kencana, 2003), 47 


































 Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan 
dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak 
asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua 
orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia. Lebih lanjut A. 
Djazuli mempetakan bidang siya>sah dusturiyah menyangkut persoalan; 1) 
imamah, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) bai’at; 
4) waliyu al-‘ahdi; 5) perwakilan; 6) Ahlul Halli wa al-‘Aqdi; 7) wuzarah 
dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian 
siya>sah dustu>ri>yah meliputi: 1) Konstitusi; 2) Legislasi; 3) Ummah; 4) Shura 
atau demokrasi.19 
Sumber fiqh dustu>ri pertama adalah Al-Quran yaitu ayat-ayat yang 
berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kuli 
dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah Hadis-Hadis yang 
berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan Rasulullah Saw. Di dalam 
menerapkan hukum di negeri Arab.20  
Ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa Al-Rasyidin di dalam 
mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan 
dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, 
tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-
besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para 
ulama, di dalam masalah fiqh dustu>ri> hasil ijtihad ulama sangat membantu 
                                                          
19 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25-27 
20 A. Djazuli, Fiqh siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, 
(Jakarta: kencana, 2003), 53 


































dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dustu>ri>. Dalam mencari 
mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara 
dengan baik.  
Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis. Adat kebiasaan 
semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan 
ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang 
tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang 
harus diperhatikan.21 
 
C. Pengangkatan Imam (Khalifah) 
Seseorang yang melaksanakan fungsi ke khilafahan, keimanan, dan 
keamiran dalam sejarah Islam disebut dengan khalifah, imam, dan amir. 
Menurut M.H. Abbas mengartikan khalifah adalah pengganti nabi, sedangkan 
dalam ensiklopedia Indonesia khalifah adalah istilah ketatanegaraan Islam, 
dan berarti kepala negara atau pemimpin tertinggi umat Islam.22 Kata 
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22 Suyuti Pulungan, Fiqh siya>sah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 
2014),  52 


































Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 
 
Sesungguhnya pengangkatan imam (khalifah) itu diproyeksikan untuk 
mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. 
Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu 
menjalankan tugas diatas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma’ 
(konsensus ulama).23 Sebagian ulama’ berpendapat bahwa pengankatan 
imam (khalifah) hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang 
berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada imam (khalifah) 
yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan. Tanpa imam 
(khalifah) manusia berada dalam keadaan chaos, dan menjadi manusia-
manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain.24 
Sebagian kelompok lain berkata, bahwa pengangkatan imam 
(khalifah) hukumnya wajib berdasarkan syari’at, dan bukan berdasarkan 
akal. Sebab imam (khalifah) itu bertugas mengurusi urusan –urusan agama, 
dan bisa jadi akal tidak mengkategorikan imamah (kepemimpinan) sebagai 
ibadah, kemudian tidak mewajibkan imamah (kepemimpinan) tersebut. Akal 
hanya menghendaki setiap orang dari orang-orang berakal melindungi 
dirinya dari segala bentuk ketidakadilan dan pemutusan hubungan. Serta 
                                                          
23 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara 
Dalam Syariah Islam, (Jakarta:Buku Islam Kaffah, 2016), 1 
24 M. Hasan Ubaidillah, Kelembagaan Pemerintahan Islam, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 24 


































bertindak adil dalam pelayanan dan komunikasi, kemudian ia bertindak 
dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Namunn syari’at 
menghendaki bahwa segala persoalan itu harus diserahkan kepada yang 
berwenang dalam agama.25 
1. Status Wajibnya Imamah (Kepemimpinan) 
Imamah secara istilah adalah kepemimpinan menyeluruh yang 
berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti 
fungsi Rasulullah saw. Menurut Al-Taftazani sebagaimana dikutip oleh 
Rasyid Rida, Imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama 
dan dunia yakni suatu khilafah yang diwarisi oleh nabi.26 
Menurut A. Djazuli imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan 
yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara 
agama dan mengendalikan dunia. Sedangkan menurut Al-Iji imamah 
adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. 
Tetapi lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa imamah adalah 
pengganti Nabi saw di dalam menegakkan agama.27 
Untuk mengkaji konsep kepemimpinan dalam Islam tentu yang 
dijadikan dasar dan tolek ukur adalah argumentasi keberadaan negara 
Islam. Menurut Al-Mawardi menegaskan bahwa imamah 
(kepemimpinan) diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat, maka 
                                                          
25 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara 
Dalam Syariah Islam, (Jakarta:Buku Islam Kaffah, 2016), 1-2 
26 Suyuti Pulungan, Fiqh siya>sah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 
2014),  48 
27 A. Djazuli, Fiqh siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, 
(Jakarta: kencana, 2003), 56-57 


































status wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah seperti 
jihad, dan mencari ilmu. Artinya jika imamah telah dijadikan oleh orang 
yang berhak menjalankannya, maka imamah telah gugur dari orang lain. 
Jadi status hukum imamah adalah fardhu kifayah. Namun jika tidak ada 
orang yang menjalankan tugas imamah, maka harus ada dua pihak:28 
a. Dewan pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) bagi umat. 
b. Dewan imam (khalifah) yang bertugas mengangkat salah satu seorang 
dari mereka sebagai imam (khalifah).  
2. Kriteria Pemimpin Dalam Islam 
Ada beberapa syarat yang secara ideal perlu dipenuhi bagi 
sesorang pemegang jabatan imamah meskipun realitanya tidak semua 
imam, raja, sulthan benar-benar memenuhi syarat-syarat tersebut. 
Menurut Iman Al-Mawardi ada tujuh syarat untuk imamah, yakni:29 
a. Keseimbangan yang memenuhi semua kriteria. 
b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan 
ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang muncul. 
c. Panca inderanya lengkap dan sehat pendengaran, penglihatan, dan 
sebagainya, sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa 
yang ditangkap oleh inderanya itu. 
d. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang manghalanginya 
untuk bergeak dan cepat beraktivitas. 
                                                          
28 M. Hasan Ubaidillah, Kelembagaan Pemerintahan Islam, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 26 
29Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 45 


































e. Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi 
kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka. 
f. Ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang 
membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya. 
g. Ia mempunyai nasab dari suku Quraisy karenanya ada nash tentang 
hal itu dan telah terwujudnya ijma’ ulama tentang masalah itu. 
3. Tugas-Tugas Imam (Khalifah) 
Menurut Imam Al-Mawardi ada sepuluh tugas yang harus 
dilakuakan oleh seorang Imam (Khalifah) dalam kepemimpinannya:30 
a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsip 
penetapan dan ijma’ generasi salaf. Jika muncul pembuat bid’ah, 
atau orang sesat yang membuta syubhat tentang agama, ia 
menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar 
kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum 
yang berlaku, agara agama tetap terlindungi dari segala 
penyimpangan dan umat terlindungi dari usaha penyesatan. 
b. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berpekara, dan dapat 
menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih, 
agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tirani 
tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah. 
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c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia 
dapat leluasa bekerja, dan berpergian ke tempat mana pun dengan 
aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta. 
d. Menegakkan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi 
larangan-larangan Allah SWT dari upaya pelanggaran 
terhadapnya, dan melindungi hak-hak hambanya dari upaya 
pelanggaran dan perusakan terhadapnya. 
e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh 
dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu 
mendapatkan celah untuk masuk. 
f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia 
didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan 
kaum muslimin. 
g. Mengambil fai (harta yang didapatkan oleh kaum muslimin tanpa 
pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari’at 
secara tekstual atau ijtihat tanpa rasa takut dan paksa. 
h. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal 
tanpa berlebih, kemudian mengeluarkan tepat pada waktunya, 
tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya. 
i. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, 
dan orang-orang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar 
tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan 
keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur. 


































j. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi 
keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi 
agama. 
 
D. Lembaga Al-Wilayah 
Lembaga al-wilayah lembaga dan atau pemerintah yang memiliki 
teritorial tertentu yang dalam konteks saat ini dapat dipadankan dengan 
pemerintahan daerah yang pimpinannya disebut dengan wali. Wali adalah 
orang yang diangkat oleh khalifah sebagai penguasa (pejabat pemerintah) 
untuk suatu wilayah (propinsi). Dengan kata lain, wali adalah penguasa 
negara di tingkat propinsi.31 
Dalam menjelaskan konsep lembaga al-wilayah Al-Mawardi 
menjelaskan sebagai berikut: jika kepala negara mengangkat seorang 
Gubernur untuk salah satu propinsi, maka jabatannya terbagi menjadi ke 
dalam dua bagian, yakni umum dan khusus. Jabatan yang bersifat umum 
terbagi menjadi ke dalam dua bagian yakni:32  
1. Pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela. 
2. Penguasaan dengan akad atas dasar terpaksa. 
Kepala daerah yang dalam konteks ini adalah Gubernur karena 
pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela (Gubernur mustakfi) 
mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu. pengangkatannya ialah 
                                                          
31 Ibid., 70 
32 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara 
Dalam Syariah Islam, (Jakarta:Buku Islam Kaffah, 2016), 52 


































khalifah menyerahkan kepemimpinan pada satu propinsi, dan pengayoman 
seluruh rakyat yang ada didalamnya kepada seseorang. Otoritasnya luas, 
namun tugas-tugasnya terbatas. Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut: 
a. Mengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua spek 
dan menentukan gaji mereka.  
b. Memutuskan hukum, mengangkat jaksa, dan hakim 
c. Menarik pajak, memungut sedekah, mengangkat petugas pajak dan 
petugas sedekah, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima 
sedekah. 
d. Melindungi agama, mempertahankan tanah suci, dan menjaga agama dari 
upaya modifikasi. 
e. Menegakkan hukuman dalam hak-hak allah dan hak-hak manusia. 
f. Menjadi imam dalam shalat jumat, dan shalat berjamah.  
g. Memberikan kemudahan kepada warganya yang hendak mengerjakan 
ibadah haji, orang-orang yang tidak termasuk warganya, hingga mereka 
dapat menunaikan ibadah haji dengan lancer. 
h. Memerangi musuh-musuh disekitar wilayahnya, membagi rampasan 
perang kepada para tentara, dan mengambil seperlima untuk dibagikan 
kepada orang-orang yang berhak mendapatkan seperlima tersebut. 
Yang dimaksud dengan jabatan Gubernur melalui penguasan terhadap 
propinsi yang disahkan dengan tidak sukarela (terpaksa), ialah seorang 
Gubernur berkuasa dengan menggunakan kekerasan senjata terhadap 


































propinsi-propinsi, kemudian imam (khalifah) mengangkatnya sebagai 
Gubernur propinsi-propinsi tersebut, dan menyerahkannya pengelolaan 
propinsi-propinsi tersebut kepadanya. Dengan penguasaan  terhadap propinsi-
propinsi tersebut, mempunyai otoritas politik, dan menerapkan hukum-
hukum agama berdasarkan ijin imam (khalifah), agar kerusakan segera 
kembali kepada kebenaran dan larangan-larang dicabut. Ada tujuh poin dari 
undang-undang syari’at yang bisa terlindungi dengan pengangkatan Gubernur 
mustauli (orang yang menguasai propinsi dengan senjata) adalah sebagai 
berikut:33 
1) Terlindungi imamah dalam menggantikan peran Nabi saw, dan 
menangani semua urusan agama, agar apa yang diperintahkan syari’at 
untuk ditegaknan dan cabangnya tetap dalam keadaan terjaga. 
2) Munculnya ketaatan religius, dan karenanya hilang penentangan terhadap 
Gubernur mustauli (orang yang menguasai propinsi dengan senjata). 
3) Adanya kesatuan tekat untuk saling mencintai dan menolong, agar kaum 
muslimin mempunyai kekuatan atas bangas-bangsa lain. 
4) Akad-akad kekuasan agama diperbolehkan. Hukum-hukum dan keputusan 
agama tetap berlaku, dan tidak batal disebabkan kerusakan akad-akadnya. 
5) Pengelola dana syari’ah dilakukan dengan benar hingga pihak yang 
membanyarnya meras puas, dan dana tersebut sah diambil oleh pihak 
yang penerima. 
                                                          
33 M. Hasan Ubaidillah, Kelembagaan Pemerintahan Islam, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 81 


































6) Hukuman dilakukan dengan benar dan diterapkan terhadap yang berhak 
menerimanya. 
7) Hendaknya  Gubernur mustauli (orang yang menguasai propinsi dengan 
senjata) menjaga agama, dan wara’  terhadap larangan-larangan Allah 
SWT. 
Sedangkan kepala daerah atau Gubernur khusus adalah Gubernur yang 
tugasnya terbatas hanya me-manage militer (pasukan), memimpin rakyat, 
melindungi wilayah negara, dan tempat-tempat suci. Ia tidak bertugas 
menangani kasus-kasus hukum dan peradilan, menarik pajak dan sedekah. 
Adapun pelaksanaan hukuman, apabila di dalamnya membutuhkan pilihan 
terhadap salah satu pendapat karena perbedaan pendapat para ulama di 
dalamnya, dan membutuhkan barang bukti, maka Gubernur khusus tidak 
bertugas melakukannya, karena hal tersebut di luar otoritasnya. Tapi jika 
pelaksanaan hukuman tidak membutuhkan pilihan terhadap salah satu 
pendapat para ulama, atau tidak membutuhkan barang bukti, maka ia berhak 
melaksanakan hukuman tersebut berdasarkan ijtihad hakim atau barang bukti 
yang ada padanya.34 
E. Mekanisme Pengisian Jabatan Sementara Gubernur 
Pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam 
mekanisme pengisian jabatan kepala daerah tersebut kemudian diatur dalam 
ketentuan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan 
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pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi sebagai 
berikut: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. 
Secara gramatikal, ketentuan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 
1945 tersebut menentukan tata cara pengisian jabatan kepala daerah 
(Gubernur, Bupati dan Walikota ) dilakukan melalui mekanisme pemilihan 
secara demokratis. 
Secara historis, perundang-undangan tentang pemerintahan daerah 
yang pernah berlaku di Indonesia, menganut sistem pemilihan kepala daerah 
tidak langsung. Ada tiga pola pengisian jabatan kepala daerah menurut M. 
Hadin Muhjad yang dianut oleh undang-undang pemerintahan daerah 
sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, yaitu: (1) pengangkatan oleh pemerintah pusat, (2) pengangkatan 
atas usul DPRD dan (3) pemilihan oleh DPRD. Muhjad menyatakan bahwa 
semua pola yang dianut dalam undang-undang pemerintahan daerah tersebut 
ternyata tidak demokratis, karena dominannya peran pemerintah pusat. 
Sebagai suatu masalah dalam hal DPRD diberikan wewenang untuk untuk 
memilih kepala daerah, kandidat yang dipilih dapat dianulir dan ditolak untuk 
diangkat oleh pemerintah pusat.35 
Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan pasal 18 ayat (4) 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pembentuk undang-undang (DPR 
bersama dengan Presiden) memilih bentuk pemilihan kepala daerah secara 
                                                          
35 Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah: Negara Kesatuan, Daerah Istimewah, dan Daerah 
Otonomi Khusus, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013),124 


































langsung oleh rakyat. Ketentuan tersebut dirumuskan dalam pasal 56 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 
menyatakan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu 
pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas 
langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil”.  
Penggunaan asas tersebut oleh pembentuk undang-undang merupakan 
bentuk pelaksanaan pemilihan secara demokratis. Dengan kata lain bahwa 
pembentuk undang-undang telah memilih bentuk pemilihan kepala daerah 
secara langsung oleh rakyat merupakan bentuk pemilihan secara demokratis 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945. Selain itu, dipilihnya bentuk pemilihan kepala daerah secara 
langsung tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat 
secara langsung pula.36 
Terkait dengan penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung 
(demokrasi langsung), Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penyaluran 
kedaulatan rakyat secara langsung (direct democracy) dilakukan melalui 
pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pelaksanaan referendum untuk 
menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas 
pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Disamping itu, kedaulatan 
rakyat dapat pula disalurkan setiap waktu melalui pelaksanaan hak atas 
kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebesasan 
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informasi, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak 
asasi lainnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar.37 
Adapun hal-hal yang menyebabkan Gubernur berhenti untuk menjabat 
sebagai kepala daerah dapat dilihat dalam pasal 173 Undang-Undang  Nomor 
10 Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni dalam hal Gubernur, Bupati, dan 
Walikota berhenti karena yang pertama adalah meninggal dunia, yang kedua 
adalah permintaan sendiri, dan yang ketiga adalah diberhentikan, maka Wakil 
Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota. 
Apabila Gubernur ingin mencalonkan diri lagi sebagai calon Gubernur 
maka di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, dijelaskan di dalam Pasal 70 bahwa  Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara 
lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan 
izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan 
                                                          
37 Ibid. 


































Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama 
masa kampanye harus memenuhi ketentuan yakni yang pertama adalah 
menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas 
yang terkait dengan jabatannya. 
Cuti yang dimaksud bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan 
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil 
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas 
nama Menteri. Cuti yang telah diberikan wajib diberitahukan oleh Gubernur 
dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota. 
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, dijelaskan pula untuk mengisi kekosongan jabatan, yakni dapat 
dilihat pada pasal 201 yakni untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa 
jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, 
dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 
melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. 


































Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat 
Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan 
pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat 
penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama 
sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Melihat ketentuan dari pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan 
jabatan hanya berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama, sedangkan dalam 
pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 
2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil 
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, 
untuk mengisi kekosongan jabatan dari pejabat pimpinan tinggi 
madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah 
provinsi yang menjadi dasar Menteri Dalam Negeri mengusulkan polisi 
Republik Indonesia menjadi pejabat sementara gubernur.   
 

































PENGISIAN JABATAN SEMENTARA GUBERNUR DARI KEPOLISAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
A. Pengisian Jabatan Sementara Gubernur 
Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibuktikan dengan bunyi 
pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yakni “Negara Indonesia ialah 
Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Negara kesatuan adalah bentuk 
negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan 
legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan 
tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang 
untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak 
otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap ditangan 
pemerintah pusat.  
Negara kesatuan hakikatnya bahwa kedaulatannya tidak terbagi, atau 
dengan kata lain bahwa kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, karena 
konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lainnya selain dari 
badan legislatif pusat. Menurut C.F. Strong menyimpulkan bahwa ada dua 
ciri mutlak yang meletakkan pada negara kesatuan, yaitu: yang pertama, 
adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat. Yang kedua adalah 
tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat.1 
                                                          
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 269-
270 



































Menurut C.S.T. Kansil republik merupakan bentuk pemerintah yang 
mana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, yang mana negara 
dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari, dan, 
oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu.2 Implikasi dari bentuk negara 
kesatuan adalah adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan 
desentralisasi dan otonomi.3  
1. Otonomi Daerah  
Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “otonomi daerah adalah 
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  
Otonomi daerah adalah manifestasi dari keinginan untuk mengatur 
dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal yang 
bertujuan untuk meningkatatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 
tersebut.4 Otonomi daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di Indonesia, eksistensi telah dijamin dalam 
konstitusi negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 
1945, baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Hal tersebut 
dapat diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
                                                          
2 C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), 18 
3Sirajuddin, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, Dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Malang: Setara Press, 2016), 2  
4 Suryo Sakti Hdiwijoyo, Gubernur: Kedudukan, Peran, dan Kewenangannya, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2011), 35 



































terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang berdasarkan pada asas otonomi yakni, nilai 
unitaris dan nilai desentralisasi.  
Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia 
tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang 
bersifat negara. Artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, 
dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-
kesatuan pemerintahan lokal. Sementara itu nilai dasar desentralisasi 
diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam 
masing-masing daerah otonom dengan mendapatkan penyerahan atau 
pengakuan kewenangan sebagai otonomi daerah.5 Adapun prinsip-prinsip 
pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut:6 
a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan 
memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi 
keanekaragaman daerah. 
b. Pelasanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan 
tanggung jawab. 
c. Pelaksanaan otonom daerah harus sesuai dengan konstitusi negara 
sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah 
serta antar daerah. 
d. Pelaksanaan otonomi daearah harus lebih meningkatkan kemandirian 
daerah otonom.  
e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan 
fungsi badan legislatif daerah. 
f. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam 
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan 
kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur 
sebagai wakil pemerintah. 
                                                          
5 Ibid., 37-38 
6 Tim Reviewer MKD, Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan), (Surabaya:UIN SA 
Press, 2014), 139-140 



































g. Pelaksanaan asas tugas pembantuan, dimungkinkan tidak hanya dari 
pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah 
kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, serta sumber daya 
manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksana dan 
mempertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan. 
Otonomi daerah menjamin setiap daerah memiliki peluang yang 
sama untuk berkembang berdasarkan potensi yang ada. Potensi sumber 
daya alam dan manusia akan dapat digali secara optimal jika masing-
masing daerah diberi keleluasaan dan jaminan untuk menentukan yang 
terbaik bagi dirinya.7 Dalam pelaksanaan otonomi daerah dikenal dengan 
tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan daerah, yakni sebagai berikut: 
1) Asas Sentralisasi  
Asas sentralisasi adalah suatu asas pemerintahan yang bersifat 
terpusat, dengan kata lain bahwa asas ini tidak mengenal adanya 
penyerahan wewenang kepada bagian-bagian (daerah atau wilayah) 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau ada kewenangan dari 
pemerintah daerah, hal tersebut semata-mata hanya menjalankan 
perintah dari pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah termasuk 
pejabat di tingkat daearah hanya melaksanakan kehendak atau 
kebijakan dari pemerintah pusat.8  
2) Asas Desentralisasi   
Desentralisasi berkaitan dengan status mandiri atau otonom, 
maka setiap pembicaraan mengenai desentralisasi dengan sendirinya 
                                                          
7 Ibid. 
8 Suryo Sakti Hdiwijoyo, Gubernur: Kedudukan, Peran, dan Kewenangannya, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2011), 46 



































berarti membicarakan otonomi. Esensi desentralisasi adalah proses 
pengotonomian, yakni proses penyerahan kepada satuan pemerintahan 
yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan 
pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya.9  
Menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Desentralisasi adalah 
penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada 
daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”. Dari sudut 
ketatanegaraan desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan 
pemerintah dari pusat kepada daerah-daearah yang mengurus urusan 
rumah tangganya sendiri.  
Menurut Joeniarto desentralisasi adalah asas yang bermaksud 
memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah 
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. 
Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat beberapa prinsip yang 
terkandung dalam asas desentralisasi, yaitu sebagai berikut:10 
a) Penyerahan urusan atau wewenang pemerintahan dari pemerintah 
atau pemerintah daerah tingkat yang lebih atas kepada daerah 
untuk menjadi urusan atau wewenang pemerintahan sendiri. 
                                                          
9Sirajuddin, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, Dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Malang: Setara Press, 2016), 3 
10 Suryo Sakti Hdiwijoyo, Gubernur: Kedudukan, Peran, dan Kewenangannya, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2011), 53 



































b) Merupakan suatu asas yang bermaksud melakukan pembagian 
wilayah negara menjadi daerah besar dan kecil yang berhak atau 
berwenang mengatur urusan pemerintahan sendiri. 
c) Merupakan suatu asas yang bermaksud membentuk pemerintahan 
daerah yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. 
d) Merupakan manisfestasi bentuk susunan organisasi negara 
ditinjau dari bangunannya, yang terdiri dari pemerintahan pusat 
dan pemerintahan daerah serta dibentuk baik berdasarkan aspek 
teritorial. 
3) Asas Dekonsentrasi 
Menurut pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Dekonsentrasi adalah 
pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, 
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada 
Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan 
pemerintahan umum”.  
Menurut A.M. Donner dekonsentrasi adalah pengarahan pada 
pengumpulan semua kekuasaan memutuskan pada satu atau sejumlah 
jabatan yang sedikit-dikitnya.11 Menurut Logeman dekonsentrasi 
adalah pelimpahan tugas pemerintahan dari aparatur pemerintah pusat 
kepada pejabat-pejabat pusat yang lebih rendah tingkatannya secara 
                                                          
11 Ibid., 54 



































hierarki. Menurut Amrah Muslimin, dekonsentrasi adalah pelimpahan 
sebagaian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat 
pemerintah pusat yang ada di daerah. Menurut Joeniarto 
dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat 
kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan 
urusan-urusan yang terdapat di daerah.12 Menurut Sirajuddin ada dua 
konsep dekonsentrasi yaitu:13 
a) Konsep statis, suatu keadaan dalam organisasi negara proses 
pengambilan kebijakan berada di puncak hirarki organisasi, tetapi 
proses pelaksanaan kebijakan tersebar di luar puncak hirarki 
organisasi atau tersebar di seluruh pelosok wilayah negara. 
b) Konsep dinamis, suatu proses penyebaran kekuasaan (wewenang) 
untuk mengimplementasikan kebijakan di luar puncak organisasi 
atau di seluruh pelosok wilayah negara. 
 
4) Tugas Pembantuan  
Menurut pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Tugas Pembantuan adalah 
penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi 
                                                          
12 Arif Maulana, “Tinjauan Konstitusional Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 
Daerah Melalui Pemilihan Umum”, (Tesis- Universitas Indonesia, 2012) 
13 Sirajuddin, Hukum 3Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, Dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Malang: Setara Press, 2016), 55 



































kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”. 
Menurut Amrah Muslimin, tugas pembantuan adalah pelaksanan 
oleh daerah swantara dengan kebijaksanaan sendiri peraturan 
pemerintah pusat. Jadi daerah swantara membantu pelaksanaan tugas 
pemerintah pusat. Pada umumnya daerah tidak membuat peraturan 
sendiri, tetapi ini mungkin juga, apabila pemerintah pusat yang 
bersangkuta memerintahkan sedemikian pada pemerintah daerah. 
Menurut Joeniarto dalam Ni’matul Huda, di samping 
pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri, kepadanya dapat pula diberi tugas-tugas 
pembantuan. Tugas pembantuan ialah tugas ikut melaksanakan 
urusan–urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di sini urusannya 
bukan menjadi urusan rumah tangganya sendiri, tetapi merupakan 
urusan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Kepada 
pemerintah lokal yang bersangkutan diminta untuk ikut membantu 
penyelenggaraannya saja.14 
Sifat tugas pembantuan hanya bersifat membantu dan tidak dalam 
konteks hubungan atasan-bawahan, tetapi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah tidak mempunyai hak untuk menolak. Pada 
dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan 
                                                          
14 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 313 



































perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Daerah terikat 
melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk 
diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan.15 
2. Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah 
Lembaga eksekutif merupakan salah satu cabang kekuasan dalam 
negara yang memiliki fungsi melaksanakan undang-undang atau 
pemerintahan. W. Ansley Wynes menyebutkan tugas-tugas dari eksekutif 
adalah melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan baik di 
dalam negeri maupun di luar negeri.16 
Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat 
administrasi negara dalam lingkungan pemerintahan daerah lainnya, 
kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah 
pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintahan daerah.  Merujuk pada 
pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah yang dimaksud dengan kepala daerah adalah kepala pemerintahan 
daerah yang ada disetiap daerah. Untuk daerah provinsi disebut dengan 
Gubernur, kabupaten adalah Bupati, sedangkan untuk kota adalah 
Walikota. Sementara kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu 
oleh wakil kepala daerah. Untuk daerah provinsi disebut dengan Wakil 
                                                          
15 Sirajuddin, Hukum 3Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, Dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Malang: Setara Press, 2016),  72 
16 Ibid., 125 



































Gubernur, sedangkan untuk kabupaten disebut dengan Wakil Bupati, dan 
untuk kota disebut dengan Wakil Walikota. 
Adapun tugas kepala daerah sudah tertuang dalam pasal 65 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara 
ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan 
rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan rancangan Peraturan 
Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, 
serta menyusun dan menetapkan RKPD, menyusun dan mengajukan 
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah 
tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas 
bersama, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, mengusulkan pengangkatan wakil kepala 
daerah, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pengaturan dalam semua undang-undang tentang pemerintahan 
daerah selama ini telah meletakkan peran kepala daerah sebagai peran 
kunci, mengingat kepala daerah merupakan komponen signifikan bagi 
keberhasilan pembangunan nasional.  



































3. Peraturan Menteri  
Pasal 4 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik 
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang 
Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu 
oleh Menteri-Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 
Menteri-Menteri negara tersebut merupakan pembantu Presiden dan 
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pentingnya kedudukan 
Menteri dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan dan sebagai upaya 
melaksanakan urusan pemerintahan yang dibidanginya maka Menteri 
diberikan kewenangan untuk membentuk perundang-undangan. Seperti 
pendapat Rosjidi Ranggawidjaja dalam Tesano yang menyatakan.17 
Mengenai kewenangan menteri dalam pembentukan peraturan 
Perundang- Undangan pada dasarnya ada dua jenis peraturan 
perundang-undangan yang dapat ditetapkan oleh Menteri, yaitu 
peraturan Menteri dan keputusan Menteri. Oleh karena Menteri 
adalah pembantu Presiden. Maka para Menteri menjalankan 
kewenangan pemerintahan di bidangnya masing-masing 
berdasarkan delegasian wewenang (derivatif) dari Presiden. 
Keputusan presiden tentang pokok-pokok organisasi Departemen, 
misalnya merupakan turunan kewenangan dari Presiden. 
Keputusan presiden tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen, 
misalnya merupakan turunan Presiden kepada Menteri-Menteri.  
 
Mengingat pentingnya kedudukan Menteri dalam menjalankan 
kekuasaan pemerintahan dan sebagai upaya melaksanakan urusan 
pemerintahan yang dibidanginya maka Menteri diberikan kewenangan 
untuk membentuk perundang-undangan. 
                                                          
17 Tesano, Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem 
Peraturan Perundang-Undangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tesis,  8 
 



































Peraturan Menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak diatur dalam 
ketentuan pasal 1. Sedangkan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jenis 
dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 
Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Akan tetapi peraturan menteri dapat dilihat pada pasal 8 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan, yakni sebagai berikut: jenis Peraturan Perundang-
undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup 
peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 
Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang 
setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas 
perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 
Walaupun ketentuan pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 



































tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa 
“Peraturan Menteri”, namun frasa “…peraturan yang ditetapkan oleh… 
menteri…” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai 
salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, 
Peraturan Menteri menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tetap diakui 
keberadaannya. 
Adapun dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan 
harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang baik, yang terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni: 
a. Kejelasan Tujuan 
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai 
tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 
b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat 
Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk 
yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan 
harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan 
Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan 
tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh 
lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. 
c. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan 



































Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan 
materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi 
muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan 
Perundang-undangan. 
d. Dapat Dilaksanakan 
Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa 
setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 
memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut 
di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 
e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 
Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” 
adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena 
memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
f. Kejelasan Rumusan 
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap 
Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 
penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata 
atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti 
sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 
pelaksanaannya. 
g. Keterbukaan 



































Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, 
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 
pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, 
seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-
luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
Maka dari itu untuk membuat peraturan perundang-undangan 
harus berdasarkan pada asas-asas peraturan perundang-undangan yang 
terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.  
4. Pengisian Jabatan Sementara 
Menurut pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi 
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali 
Kota Dan Wakil Wali Kota, Pejabat sementara adalah pejabat tinggi 
madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditujukan oleh Menteri 
untuk melaksanakan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota karena Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil 



































Walikota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 
dan Wakil Walikota. 
Selain pejabat sementara atau yang disingkat dengan PJS juga 
terdapat istilah-istilah yang hampir sama dengan pejabat sementara. 
Perbedaan istilah tersebut tidak hanya dalam hal penyebutannya saja akan 
tetapi dalam hal tugas dan kewenangannya juga berbeda, untuk lebih jelas 
akan di jelaskan pengertian PLT, PLH dan PJ sebagai berikut: 
a. Pejabat pelaksana tugas (PLT) yaitu, pejabat yang menempati posisi 
jabatan sementara karena pejabat defenitif yang menempati jabatan 
tersebut berhalangan tetap atau terkena peraturan hukum.18 Pejabat 
pelaksana tugas dijabat Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil 
Walikota. Apabila, Gubernur, Bupati dan Walikota di suatu daerah 
sedang berhalangan sementara.19 
b. Pejabat pelaksana harian (PLH) yaitu, Pejabat pelaksana hampir mirip 
dengan pejabat pelaksana tugas sementara yang membedakan adalah 
pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan sementara misalnya 
cuti, sakit, atau naik haji. Berhalangan sekurang-kurangnya 7 ( tujuh) 
hari maka pejabat definitif tersebut menunjuk salah seorang dalam 
instansinya sebagai pelaksana harian dengan batasan kewenangan 
                                                          
18 http://mutakbir.blogspot.com/2013/03/perbedaan-plt-plhpjpjs.html diakses pada tanggal 18 juni 
2018 pukul 12.05 
19http://www.kemendagri.go.id/news/2018/01/29/perbedaan-istilah-plt-pjs-plh-dan-pj-kepala 
daerah diakses pada tanggal 3 Agustus 2018 pukul 06.35 



































tertentu.20 Jabatan itu diisi oleh Sekretaris Daerah (sekda), kalau masa 
jabatan kepala daerah kurang dari satu bulan.21 
c. Pejabat (PJ) yaitu, penunjukan pejabat sementara dimana pejabat 
yang ditunjuk tersebut masih satu tingkat di bawah level jabatan 
tersebut.22 Pejabat (PJ) telah diatur dalam pasal 201, Undang-Undang  
Nomor 10 Tahun 2016. Ketika akhir masa jabatan (AMJ) selesai, 
ditambah kepala daerah itu tidak cuti kampanye, maka sampai 
dilantik kepala daerah baru, posisinya diisi oleh pejabat tinggi 
madya.23 
d. Pejabat Sementara (PJS) yaitu, penunjukan pejabat sementara dimana 
pejabat yang ditunjuk tersebut masih dua tingkat dibawah level 
jabatan tersebut. 
Pejabat sementara gubernur mempunyai tugas dan wewenang 
yang terdapat pada pasal 9 menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara 
Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta 
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yakni sebagai berikut: 
                                                          
20 http://mutakbir.blogspot.com/2013/03/perbedaan-plt-plhpjpjs.html diakses pada tanggal 18 juni 
2018 pukul 12.05 
21http://www.kemendagri.go.id/news/2018/01/29/perbedaan-istilah-plt-pjs-plh-dan-pj-kepala 
daerah diakses pada tanggal 3 Agustus 2018 pukul 06.35 
22 http://mutakbir.blogspot.com/2013/03/perbedaan-plt-plhpjpjs.html diakses pada tanggal 18 juni 
2018 pukul 12.05 
23 http://www.kemendagri.go.id/news/2018/01/29/perbedaan-istilah-plt-pjs-plh-dan-pj-kepala 
daerah diakses pada tanggal 3 Agustus 2018 pukul 06.35 



































1. Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota mempunyai tugas dan 
wewenang : 
a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan 
Perwakilan Rakyat ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 
b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
c. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil 
Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri 
Sipil. 
d. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat 
menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan 
tertulis dari Menteri Dalam Negeri. 
e. Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan setelah 
persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.  
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Pjs Gubernur, Bupati, dan 
Pjs Gubernur, Bupati, dan Pjs Walikota bertanggung jawab dan wajib 
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri . 
Untuk pengisian jabatan sementara menurut pasal 4 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang 



































Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, 
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yakni: 
“(2) Pjs gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 
pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat 
atau Pemerintah Daerah provinsi”.  
Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan tentang jabatan pimpinan 
tinggi, yakni “Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi 
pada instansi pemerintah”. Sedangkan  pejabat pimpinan tinggi menurut 
pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara, adalah “Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang 
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi”. Jabatan pimpinan tinggi menurut 
pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara, terdiri atas “(1) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: a. 
jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan c. 
jabatan pimpinan tinggi pratama”.  
Dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan 
jabatan tinggi madya adalah jabatan pimpinan tinggi madya meliputi 
sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, 
sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal 
lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, 
inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat 



































Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, 
Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah 
provinsi, dan jabatan lain yang setara. 
Sedangkan untuk jabatan tinggi pratama adalah pejabat yang 
berasal dari direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat 
jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala 
pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, 
sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, 
sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang 
setara. 
Jadi untuk pengisian jabatan sementara menurut pasal 4 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 berasal dari 
pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat 
atau Pemerintah Daerah provinsi. Adanya sebuah peraturan yang 
dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengatur tentang 
kepala daerah sementara, bisa diisi oleh kepolisian Republik Indonesia.  
 
B. Kewenanan Kepolisian Republik Indonesia  
Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang 
memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang 
berdasarkan atas hukum. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Kepolisian 
adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi 



































sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Polri) adalah sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi 
pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat 
berlandaskan pada asas legislatif. Polri mempunyai dua fungsi, yakni fungsi 
preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka 
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat, 
sedangkan fungsi represif sebagai fungs penegakan hukum.24 
Adapun tugas kepolisian yang telah diatur dalam pasal 13 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 
hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Sedangkan untuk kewenangan kepolisian terdapat dalam pasal 15 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, adalah  menerima laporan dan/atau pengaduan,  membantu 
menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu 
ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan 
kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. 
                                                          
24 Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, (Yogyakarta: LaksBang, 
2005), 42 



































Adapun kewenangan kepolisian Republik Indonesia adalah 
melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 
dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, 
mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari 
keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal 
Nasional, mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan 
dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan 
dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, 
serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk 
sementara waktu. 
Di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dipimpin oleh 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dan Kapolri 
bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian 
serta penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. 
 

































ANALISIS PENGISIAN JABATAN SEMENTARA GUBERNUR DARI 
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYA<SAH 
 
 
A. Analisis Pengisian Jabatan Sementara Gubernur Dari Kepolisian 
Kepala daerah merupakan pimpinan eksekutif di lingkungan 
pemerintahan daerah. Untuk daerah provinsi disebut dengan Gubernur, 
kabupaten disebut dengan Bupati, sedangkan untuk kota disebut dengan 
Walikota. Pemerintah daerah selama ini telah meletakkan kepala daerah 
sebagai peran kunci untuk keberhasilan pembangunan nasional. Keberhasilan 
pembangunan nasional tersebut berasal dari kesuksesan kepala daerah dalam 
memimpin pembangunan daerahnya, apabila kepala daerah tersebut tidak 
mampu dalam memimpin pembangunan daerahnya maka berimplikasi pada 
pembangunan nasional. Yang mana akan terjadi penurunan kinerja dan 
efektifitas penyelenggaraan pembangunan nasional. Maka dari itu masyarakat 
harus cerdas untuk memilih pemimpin daerah mereka. 
Untuk mengisi jabatan kepala daerah menurut M. Hadin Muhjad ada 
tiga pola yang dianut oleh undang-undang pemerintahan daerah sebelum 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: 
yang pertama pengangkatan oleh pemerintah pusat, yang kedua 
pengangkatan atas usul DPRD, dan yang ketiga pemilihan oleh DPRD.1     
                                                          
1 Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah: Negara Kesatuan, Daerah Istimewah, dan Daerah 
Otonomi Khusus, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013),124 



































Setelah adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah pengisian kepala daerah menjadi berubah yakni dapat 
dilihat pada  pasal 56 ayat (1) yang menyatakan: “Kepala daerah dan wakil 
kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara 
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. ” 
Penggunaan asas tersebut oleh pembentuk undang-undang merupakan bentuk 
pelaksanaan pemilihan secara demokratis. Dengan kata lain bahwa 
pembentuk undang-undang telah memilih bentuk pemilihan kepala daerah 
secara langsung oleh rakyat merupakan bentuk pemilihan secara demokratis 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945. 
Dengan adanya pengaturan tentang pemilihan kepala daerah yang 
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas 
rahasia, jujur dan adil, rakyat bisa memilih pemimpin daerah mereka yang 
akan memimpin selama lima tahun kedepan. Gubernur memiliki dua kali 
masa jabatan untuk menjabat sebagai kepala daerah. Maka dari itu Gubernur 
bisa mencalonkan lagi sebagai calon gubernur apabila akan habis masa 
jabatan gubernur.  
Apabila Gubernur tersebut mencalonkan dirinya lagi sebagai calon 
Gubernur maka Gubernur tersebut harus cuti terlebih dahulu, seperti halnya 
yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 



































2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, pada pasal 70 ayat (3), yakni Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali 
pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan, 
yang pertama adalah menjalani cuti di luar tanggungan negara dan yang 
kedua adalah dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 
Apabila Gubernur tersebut melakukan cuti tanggungan yang telah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, maka akan terjadi kekosongan jabatan. Pengisian kekosongan 
jabatan gubernur yang mana  gubernur tersebut menjalani cuti di luar 
tanggungan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 
Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan 
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali 
Kota.  
Peraturan Menteri tidak dijelaskan dengan tegas dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, akan tetapi peraturan menteri tersebut berada pada pasal 8 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 



































Perundang-Undangan, yakni jenis Peraturan Perundang-undangan selain 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank 
Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang 
dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-
Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa 
atau yang setingkat. 
Meskipun ketentuan pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak 
menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa 
“Peraturan Menteri”, namun frasa “…peraturan yang ditetapkan oleh… 
menteri…” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai 
salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan 
Menteri menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tetap diakui keberadaannya. 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 
tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil 
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota 
dijelaskan yang dimaksud dengan pejabat sementara yakni  pejabat tinggi 



































madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjukan oleh Menteri 
untuk melaksanakan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota karena Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota cuti 
di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota. 
Menurut pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan 
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali 
Kota pejabat sementara gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi 
madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah 
provinsi.  
Adapun pengaturan untuk pengisian kekosongan jabatan terdapat 
pada pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat 
Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan 
pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”.  



































Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara dijelaskan tentang jabatan pimpinan tinggi, yakni 
“Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi 
pemerintah”. Sedangkan  pejabat pimpinan tinggi menurut pasal 1 ayat (8) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah 
“Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Pimpinan Tinggi”. Jabatan pimpinan tinggi menurut pasal 19 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdiri 
atas “(1) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, 
jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama”.  
Dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud jabatan pimpinan tinggi 
utama adalah kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Untuk jabatan 
pimpinan tinggi madya adalah pejabat yang berasal dari sekretaris jenderal 
kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal 
kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, 
direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, 
staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil 
Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan 
Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang 
setara. 
Sedangkan jabatan pimpinan tinggi pratama adalah pejabat  yang 
berasal dari direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat 



































jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala 
pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, 
sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, 
sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara. 
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 
Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan 
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali 
Kota menerangkan bahwa pejabat sementara gubernur berasal dari pejabat 
pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau 
Pemerintah Daerah provinsi. Yang mana pejabat pimpinan tinggi 
madya/setingkat dilingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi 
menindikasikan pejabat tersebut berasal dari kepolisian Republik Indonesia. 
Adanya hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi kepolisian yang terdapat pada 
pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 
Indonesia yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, pelindung, dan pengayom.  
Pengangkatan pejabat sementara gubernur dari kepolisian ini juga 
tidak sesuai dengan pasal 201 (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang, yakni untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, 



































diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya 
sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Artinya hanya pejabat yang berasal dari jabatan 
pimpinan tinggi madya saja yang dapat mengisi kekosongan jabatan 
gubernur. Jabatan pimpinan tinggi menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok 
jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 
 Sedangkan  pejabat pimpinan tinggi menurut pasal 1 ayat (8) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah 
Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Pimpinan Tinggi. Jabatan pimpinan tinggi madya menurut penjelasan pasal 
19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara, yakni yang dimaksud dengan ”jabatan pimpinan tinggi madya” 
meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris 
utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal 
lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur 
utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala 
Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat 
Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain 
yang setara. Artinya bahwa pejabat tinggi madya merupakan pejabat yang 
berasal dari aparatur sipil negara, bukan berasal dari kepolisian. 
Sedangkan untuk pengisian jabatan aparatur sipil negara oleh anggota 
kepolisian diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 



































tentang Aparatur Sipil Negara, yakni dijelaskan bahwa jabatan Aparatur Sipil 
Negara diisi dari Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jabatan Aparatur Sipil 
Negara tertenti dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan 
anggota kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengisian Jabatan ASN 
tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota 
kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan pada Instansi Pusat 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional 
Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
Dapat diketahui menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara anggota kepolisian bukanlah sebagai 
aparatur sipil negara. Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur 
haruslah dari anggota aparatur sipil negara. 
Maka dari itu menurut penulis bahwa pasal 4 ayat (2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar 
Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 
Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota bertentangan dengan pasal 
201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, yang mana adanya kata “setingkat” yang ditambahkan dalam Pasal 4 



































ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 
tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil 
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota 
menjadi dasar Menteri Dalam Negeri mengangkat polisi Republik Indonesia 
menjadi pejabat sementara Gubernur.  
Sedangkan kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan 
suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, 
pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. Bukan malah menjadi pejabat 
sementara gubernur yang notabennya bukan tugas dari polri. Polri 
mempunyai dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi 
preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, 
dan pelayanan pada masyarakat, sedangkan fungsi represif sebagai fungs 
penegakan hukum.2  
Maka dari itu menurut penulis bahwa pengisian jabatan sementara 
Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia tidak sejalan dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mana untuk 
mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang 
                                                          
2 Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, (Yogyakarta: LaksBang, 
2005), 42 



































berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya bukan dari kepolisian republik 
Indonesia. 
 
B. Analisis Fiqh Siya>sah Pengisian Jabatan Sementara Gubernur Dari 
Kepolisian 
 
Fiqh siya>sah adalah salah satu hukum Islam yang membicarakan 
tentang pengaturan dan mengurusi kehidupan manusia dalam bernegara demi 
mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.  Istilah populer fiqh siya>sah 
seringkali disebut sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini berada pada konsep 
negara Islam. 
Oleh karena itu pengkajian tentang pengisian jabatan sementara 
gubernur dari kepolisian digunakan pengkajian dari sudut ilmu hukum tata 
negara dalam konsep negara Islam (fiqh siya>sah). Mengingat, pengisian 
jabatan sementara gubernur dari kepolisian adalah permasalahan-
permasalahan berkenaan dengan konstitusi. Sehingga penulis mencoba 
menggunakan tinjauan fiqh siya>sah (ilmu tata negara dalam konsep negara 
Islam) terhadap permasalahan pengisian jabatan sementara Gubernur dari 
kepolisian.  
Di dalam fiqh siya>sah terdapat beberapa pembagian bidang yang 
merupakan objek kajian fiqh siya>sah itu sendiri. Secara garis besar ruang 
lingkup fiqh siya>sah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yakni:3 
1. Siya>sah dustu>ri>yyah , disebut juga politik perundang-undangan. Bagian 
ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyhri’i>yah oleh 
                                                          
3 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16 



































lembaga legislatif, peradilan atau qadai>yyah oleh lembaga yudikatif, dan 
administrasi pemerintahan atau idari>yyah oleh birokrasi atau eksekutif; 
2. Siya>sah dauli>yyah atau siya>sah khariji>yyah, disebut juga politik luar 
negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara 
yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di 
bagian ini ada politik masalah peperangan atau siya>sah harbi>yyah, yang 
mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman 
perang, tawanan perang, dan gencatan senjata; 
3. Siya>sah ma>li>yyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas 
sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, 
perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan 
perbankan. 
Menurut A. Djazuli mempetakan bidang Siya>sah dustu>ri>yah 
menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan 
kewajibannya; 3) bai’at; 4) waliyu al-‘ahdi; 5) perwakilan; 6) Ahlul Halli wa 
al-‘Aqdi; 7) wuzarah dan perbandingannya.4 Maka dari itu persoalan tentang 
pengisian jabatan sementara oleh kepolisian republik Indonesia bersangkutan 
dengan masalah imamah dalam hukum tata negara Islam.  
Pengangkatan imam (khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil 
alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian 
                                                          
4 A. Djazuli, Fiqh siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, 
(Jakarta: kencana, 2003), 53 



































jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan 
tugas diatas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma’ (konsensus ulama).5 
Sebagian ulama’ berpendapat bahwa pengangkatan imam (khalifah) 
hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal 
mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada imam (khalifah) yang 
melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan. Tanpa imam (khalifah) 
manusia berada dalam keadaan chaos, dan menjadi manusia-manusia yang 
tidak diperhitungkan bangsa lain.6 Dalam syariat menghendaki bahwa segala 
persoalan itu harus diserahkan kepada pihak yang berwenang, seperti yang 
terdapat pada surat An-Nisa ayat 59: 
اَه ُّي
َ

















لۡٱ  ِنَإف ۡۖ أمُكنِم
 
َ
ِلَإ ُهو ُّدُرَف ٖء أَشَ ِفِ أمُت أَعزَََٰنت ِ ذللّٱ  َو ِلوُسذرلٱ  ِ ب َنوُنِم
أُؤت أمُتنُك ِنإ ِ ذللّٱ  َو ِمأَو
أ
لۡٱ 
  ِرِخلۡأٓٱ  َس
أح
َ
أَو ٞ أيَۡخ َِكلَٰ َذ ُن  الًِيو
أ
َأت٥٩  
59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya. 
 
Pada ayat diatas Allah SWT mewajibkan kita menaati ulil amri 
diantara kita dan ulil amri yang dimaksud adalah para imam (khalifah) yang 
memerintahkan kita. Pengkajian tentang pengisian jabatan sementara 
                                                          
5 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam 
Syariah Islam, (Jakarta:Buku Islam Kaffah, 2016), 1 
6 M. Hasan Ubaidillah, Kelembagaan Pemerintahan Islam, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 24 



































gubernur dari kepolisian kepala daerah dalam konteks Indonesia disebut 
dengan Gubernur, yang mana dalam konteks negara islam disebut dengan 
lembaga al-wilayah. Lembaga al-wilayah lembaga dan atau pemerintah yang 
memiliki teritorial tertentu yang dalam konteks saat ini dapat dipadankan 
dengan pemerintahan daerah yang pimpinannya disebut dengan wali. Wali 
adalah orang yang diangkat oleh khalifah sebagai penguasa (pejabat 
pemerintah) untuk suatu wilayah (propinsi). Dengan kata lain, wali adalah 
penguasa negara di tingkat propinsi.7 
Dalam konsep lembaga al-wilayah Al-Mawardi menjelaskan sebagai 
berikut: jika kepala negara mengangkat seorang gubernur untuk salah satu 
propinsi, maka jabatannya terbagi menjadi ke dalam dua bagian, yakni umum 
dan khusus. Jabatan yang bersifat umum terbagi menjadi ke dalam dua bagian 
yakni:8  
a. Pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela. 
b. Penguasaan dengan akad atas dasar terpaksa. 
Kepala daerah yang dalam konteks ini adalah gubernur karena 
pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela (gubernur mustakfi) 
mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu. pengangkatannya ialah 
khalifah menyerahkan kepemimpinan pada satu propinsi, dan pengayoman 
seluruh rakyat yang ada didalamnya kepada seseorang. 
                                                          
7 Ibid, 70 
8 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam 
Syariah Islam, (Jakarta:Buku Islam Kaffah, 2016), 52 



































Sedangkan yang dimaksud dengan jabatan Gubernur melalui 
penguasan terhadap propinsi yang disahkan dengan tidak sukarela (terpaksa), 
ialah seorang Gubernur berkuasa dengan menggunakan kekerasan senjata 
terhadap propinsi-propinsi, kemudian imam (khalifah) mengangkatnya 
sebagai Gubernur propinsi-propinsi tersebut, dan menyerahkannya 
pengelolaan propinsi-propinsi tersebut kepadanya.  
Selain pengangkatan jabatan Gubernur secara umum juga terdapat 
pengangkatan jabatan gubernur secara khusus. Adapun arti dari kepala daerah 
atau gubernur khusus adalah gubernur yang tugasnya terbatas hanya me-
manage militer (pasukan), memimpin rakyat, melindungi wilayah negara, dan 
tempat-tempat suci. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri merupakan Peraturan Perundang-
undangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjalankan 
Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini 
adalah produk hukum dari Kekuasaan Eksekutif. Oleh karena itu objek kajian 
mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri ini masuk dalam pembahasan 
siya>sah dustu>ri>yah sebagai bagian dari objek kajian fiqh siya>sah. 
Menurut Abul A’la al-Maududi bentuk hubungan antara lembaga 
legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam Negara Islam tidak ada perintah-
perintah yang jelas. Tetapi konvensi-konvensi (kebiasaan ketatanegaraan) di 
masa Rasulullah saw dan Empat Khalifah memberi cukup pedoman bahwa 
Kepala Negara Islam merupakan pimpinan tertinggi dari semua lembaga 



































negara yang berbeda ini, dan posisi ini dipertahankan oleh semua empat 
khalifah.9 
Dalam masalah negara, seperti perumusan kebijakan atau pembuatan 
peraturan-peraturan yang mana terkait dengan masalah pemerintahan atau 
hukum, khalifah mau tidak mau harus berkonsultasi dengan ahl al-hal wa al-
'aqd atau dalam konteks Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat agar 
bisa tercapai kesepakatan, agar pelaksaannya kedepan tidak ada masalah 
terkait dengan peraturan tersebut. Menurut hukum tata negara Islam 
kedudukan lembaga legislatif bukan hanya sebagai lembaga penasihat kepala 
negara yang nasihatnya bisa diterima dan dapat juga ditolak sesuai dengan 
kehendak kepala negara yang bersangkuta. Akan tetapi berwenang untuk 
menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh 
masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT 
dalam shari>‘at Islam. Dalam kaitan tentang menetapkan sebuah hukum di 
dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat As-Syu>ra ayat 38, yakni: 
 َعِمُجَف  ُةَرَح ذسلٱ  ٖمُول أع ذم ٖم أَوي ِتََٰقيِِمل٣٨  
 
38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka 
menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 
mereka.  
 
                                                          
9 Abu A’la Al Maududi, Sistem Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1993), 249 



































Ayat ini mewajibkan dilaksanakannya musyawarah dan juga 
mengarahkan kepala negara bahwa bilamana setelah musyawarah tersebut 
beliau telah mengambil keputusan, maka beliau harus menegakkannya 
dengan tekad yang bulat, dengan bertakwa kepada Allah SWT. Sesuai dengan 
tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara 
mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. 
Artinya bahwa kepala negara apabila ingin membuat sebuah peraturan maka 
harus dimusyawarahkan terlebih dahulu meskipun produk hukum yang 
dikeluarkan bukan berasal dari lembaga legislatif. 
Untuk melaksanakan undang-undang dalam negara Islam juga 
memiliki kekuasaan eksekutif yaitu disebut dengan al-sult}ah al-tanfi>dhiyah. 
Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-
undangan yang telah dirumuskan tersebut. Pelaksana tertinggi kekuasaan 
adalah pemerintah yakni kepala negara yang dibantu oleh para pembantunya 
yakni kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan 
dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam 
lainnya.  
Sebagaimana halnya kebijakan lembaga legislatif tidak boleh 
menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan 
eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. 
Kemudian tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang 
telah diciptakan oleh lembaga legislatif dilakukan oleh lembaga yudikatif 
dalam hukum tata negara Islam disebut dengan al-sult}ah al-qad}a'iyah, 



































lembaga ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum manakala terjadi 
penyimpangan atau pelanggaran dalam pembuatan peraturan perundang-
undangan. 
Negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan memaksa agar peraturan-
peraturan yang dibuat dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran 
Islam itu sendiri. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 
2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil 
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota 
yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri dan ditetapkan oleh Presiden yang 
menjelaskan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang yang menjelaskan tentang pengisian kekosongan jabatan Gubernur, 
seharusnya kedua lembaga tersebut yakni antara pemerintah dan DPR 
bermusyawarah dalam membuat sebuah peraturan, dalam konsteks fiqh 
siya>sah segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 
umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus dijauhi dan 
dihindari.  
Menurut penulis bahwa kajian tentang pengisian jabatan sementara 
gubernur dari kepolisian Republik Indonesia perspektif fiqh siya>sah adalah 



































yang pertama bahwa gubernur dalam konteks hukum tata negara Islam dapat 
dibagi menjadi dua yakni Gubernur secara khusus dan Gubernur secara 
umum, untuk Gubernur secara umum ada dua macam yakni Gubernur yang 
pengangkatannya dengan akad atas dasar suka rela dan Gubernur yang 
pengangkatannya dengan akad atas dasar terpaksa.  
Sedangkan untuk Gubernur secara khusus yang artinya bahwa kepala 
daerah atau Gubernur khusus adalah tugasnya terbatas hanya me-manage 
militer (pasukan), memimpin rakyat, melindungi wilayah negara, dan tempat-
tempat suci. Gubernur khusus tersebut seperti lembaga kepolisian yang 
berada di Indonesia. Yang mana tugas dari lembaga kepolisian menurut pasal 
13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 
Indonesia yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, pelindung, dan pengayom. Sedangkan untuk Gubernur 
khusus ini tugasnya me-manage militer (pasukan), memimpin rakyat, 
melindungi wilayah negara, dan tempat-tempat suci.  
Sedangkan apabila Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 
Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan 
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali 
Kota berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 



































Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang dan berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau dapat 
dikatakan hal ini tidak sejalan dengan kemaslahatan, dapat pula dikatakan hal 
ini mengandung kemudaratan bagi rakyat serta tidak menciptakan sebuah 
keadilan sosial. Oleh karenanya harus diputuskan kebijakan yang tegas, 
kebijakan dan berani dalam mengambil keputusan yang terkait hal demikian. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam konteks hukum tata negara Islam untuk 
pengisian jabatan Gubernur bisa di isi melalui kepolisian yang mana 
kepolisian dalam konteks negara Islam bisa disebut dengan Gubernur khusus. 
 
 




































A. Kesimpulan  
Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat 
mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan 
masalah sebagaimana berikut: 
1. Pengisian jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia 
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang khususnya pada pasal 201 yang menjelaskan tentang 
pengisian kekosongan jabatan Gubernur berasal dari pimpinan tinggi 
madya bukan dari kepolisian Republik Indonesia. 
2. Pengisian jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia 
ditinjau dalam perspektif fiqh siya>sah. Dalam konteks hukum tata negara 
Islam Gubernur yang secara khusus sejajar dengan kepolisian dalam 
konteks Indonesia, yaitu disebut dengan Gubernur khusus. Gubernur 
khusus yang artinya bahwa kepala daerah atau Gubernur khusus adalah 
tugasnya terbatas hanya me-manage militer (pasukan), memimpin rakyat, 
melindungi wilayah negara, dan tempat-tempat suci.  
 



































B. Saran  
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap nantinya 
akan ada perubahan yang cukup signifikan dalam pengisian jabatan 
sementara agar kedepannya lebih baik lagi, untuk itu penulis memberikan 
saran, yakni pengisian jabatan sementara Gubernur seharusnya berasal 
dari pejabat yang ditunjuk dan yang telah diatur dalam Undang-Undang. 
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